
s·i-
~ 

BUPATJ LEBONG 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR :.6 TAHUN 2014 

TENTANG 

UANG JASA PENGABDIAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IDPRD) KABUPATEN LEBONG 

MASA BAKTI 2009-2014 

Menimbang 

Me.ngingat 

DENG.AN RAHMAT TUllAN YAliG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG 

,t. bahwa untuk melaksa.nakan ketentu'iln Pasal 20 

PeratJUran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 rentang 

Perubahan Ketiga eras Peraruran Pemerintah Nomor 24 

Tabur, 2004- tentang Kedudukan Prot.okoler dan 

Keuar,gan Pimpina n dan Anggoi.a Dewan Perwakdan 

rakyal Daerab, dipa.nda.ng perlu dilak:ukart pengantran 

tentang Uang Jesa Pe11gabdian Ketua, Wal<ll Ketua dan 

Aaggora Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah Kabupaten 

Lebong Tahun 2014; 

b. biiliwa Uang Jasa Pengabdian scbagaimana dimaksud 

pada hurufa diatas dibcrikan dalam benmk uang yang 

besarnya harus disesuaikan dengan mesa bakti den 

kcmampuan keuangan dacrah; 

c. ballwa berdasarkan pertimbangar, sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b dia1as , perlu 

ditctapkan dcagan Pcn1luran Bupati. 

L Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 lentang 

Pembentukan Propinsi Beagkulu (Lcmbaran Negara 

Rcpublik lndonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahen 

L-embaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 7828): 



• 

2. Undang-Undang Nomur IT Tahun 2003 ttntang 

Keuangan l'fegan, (1..embamn Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Uadang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negar" (Lembaran Negara 

tcntang 

Republik 

Indonesia Tahwi 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmba:ran 

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355) 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teatang 

Pemerintahan Daerah (Ltmbaran Negara Republik 

Indonesia Tuhun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ,:;ebagaimana 

telah bebcrapa ka1i diubah, terakhir deagan Uadaag­

Undang Nomor 12 'l'a.hun 2008 temang Pen1baban Kcdua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ttatang 

Pemerintahan Daerab (Ltmbaran Negara R.epublik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran 

NegaraRcpublik lndonesia Nomor 4844); 

S. Undaag-Uudang Nomor 33 Tahun 2004 teatang 

Pe1imb:lngan Kcuangan Aatara Pcmerlntah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lcmba.mn Negara Republik 

Indonesia Tahuu 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negl\1'8, Republik Indonesia Nomor 4438) 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majclis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ra.l<yat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyal Daerah (Lembaran Negara. Rnpubllk Indonesia 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 

7. Uadang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pembent:ttkan Petaturan Pcfllil.dllJ'lg-undangan 

[Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Ndgara Republik 

lnrfnn,--o;iA Nnmor 52341. 



8. Pcra1uran Pt,menntah Nomor 38 Tabun 2007 1.-n1.Bng 

Pembagian Urusan Pcmorintahen antan> Pemeruitah. 

Pemerlntahan Daerah Provins, dan Pemerunnhaa. Daerah 

Kabupat~n / Kou, (Lembanan Negara Republik Jndoncs\a 

T-ahun 2007 Nomor 82, 1"ambnhan t..embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3747); 

9. Peraruran Menteri Dalam .Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Sebagaiman 1ela,h diubah dengan Pcraturan Mcnteri 

Dwam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

LO. Peratl.lJ1ill Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Ta.bun 2011 

• tencaag Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

• 
Meneta pkan 

11. Peratu:ran Daerab Kabupaten t..ebong Nomor 01 Tahun 

2014 l:cntang Anggarao Pcrtda.patan da:n Belanja Daemh 

Kabup.atco Lebong Tahun Anggaren 2014·; 

12. Peraru.ran Bupati Lebong NOmor 06 Tahun 2014 ti:ntang 

Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 

Kabupatcn Lebong TahunAnggaran 2014; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG UANG JASA PENGABDIAN 

UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOT"A DEWAN 

PERWAKILAB RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPA'fEN 

LEBONG TAHUN 2014 

BABI 

KETENTUAN UMU:M 

Pual 1 

Dalam Peracuran Bupati ini yang dimaksud ; 

a. Daerah adalah Kabupatcn t..ebong; 



b Pemc:nnlah Da~rab adalah Pemerintah Kabupatcn Lebong; 

e Kepa.le Deerah adalah Bupatl Lebong; 

d Pimpinan DPRD a:dalah Pimpinan Dewan Pcrwakilao Rakyat Daerah 

Kabupaten kbong terdiri atas seoraog ketua dan dua orang wakil ketua. 

e Anggota DPRD adalah Anggota Dewan PcnvakiJan Rakyat Daerah 

Kabupa.1en Lcbong; 

f. SekretariaL Dewan Perwakilao Rakyat Daerah adalab Sekrct...s.riat Dewan 

Perwakilan Rakyat Oaerab Kabupaten Lebong; 

g. Masa Bal<ti adalah Masa Peogabdian Ki:tua, Wakil Ketua dan Anggota DPRO 

dalam melaksanakan LUg.as scsuw den!!lln sesuai del)gan Tahun PemiLihan 

dao ?engangkatannya; 

h Ulilng Reprcsentasi adalah Gaji Pokok yang diterlma oleb Ketua. Wnkil Ketua 

dan Anggota OPRD; 

I. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang Jasa Pcngabdiao unluk Kct1.1a, wakil 

Kecua dan Anggota Dewan Ptrwakilan Rakyat Da1l!'llh Ka.bupaten Lcbong 

yang meninggal dunia atau meng..ikhirl masa baktinya diberikan dalam 

bentuk uaog; 

BAB 11 

KED UDUKAN KEUANGAN 

Pue.12 

11) Kctua, \Vakil Kctua dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Oaerah 

Kabupatc:n Lebong Uang Jasa Pcngabdian sebcsar : 

a. Mase Bal<ti kurang dari I (satu) tahun pcnuh, diberlkan Uang Jasa 

Pengabdian I (sat-u) buJan Uang Rcpresentasi; 

b. Masa Bakti snmpai dengan I (!;a.tu) tahun penuh, diberlkan Uang Jasa 

Pengabdian J(satu) bulan UangRepresentasi; 

C. Masa Bakti sampai dcngan 2(dua) lahun, diberikan Uang Jasa 

Pengabdian 2 [dua) bulan Uang Represencasi; 

d. Masa Baku S8Dlpai dengru, 3 ltigal rahun, diberikan Uang Jasa 

Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi; 

e. Masa Bakti sampai dengan 4 (cmpal) r..abun, diberikan Liang Jasa 

Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi; 

r Masa Bakti sampa.i dengan 5 [lima) tahun, diberikan Uang Jasa 

Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representas1; 



(2) Uaag Representasi Kerua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyal Daerah Kabupaten Lebong adalah sebesar: 

a Uang Rcpresentasi Ketua 

b. Uang Representasl Wakil Kerua 

c. Uang Representasi Anggola 

: R;p 

: Rp 

: Rp 

2.J00.000,-

1.680.000,­

L.575.000,-

(3) Uang Jasa Pengabdian sebaga:imana tersebut pada ayat (!) cliberikan pada 

akhir· masa bakti; 

BABW 

PEMBIAYMJII 

Pau.13 

Segala biayayang dikeluarkan untuk pembiayaan Uang Jasa Pcngabdian Kctua, 

Wakil Ketua dan Anggola Dewan Perwakihu, Rakyat Daerah l<abupaten Lebong 

dibeba.nkan kepada Aoggaran Pendapatan. dan ~anja Daerah (APBD) 

Kabupaten Lebong pada Pos Belanja Sckrctariat DPRD Kabupaten Lebong. 

BABIV 

KETENTUA.N LAIN-LAIN DAN PEIWTUP 

Pual4 

(!) Uang Jasa Pengabdfan sebagajmana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (l) , tidak 

diberikan apabila Ketua, Wakil Kctua dan Anggota Dewan Perwakilan 

rakyat Daerah (DPRD) Kabuparcn Lebong masih menduduki jabatan dan 

bclum mcngakhlri masa bakti. 

(2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka ketentuan-ketenn.tan 

terdahulu yang bertentangan dan sepanjang mengatur materi yang sama 

dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pual5 

Pemturan Bupao tm mula i berlaku pada tanggaJ di Undangkan dengan 

ker=ruan apabila dikemudian harl temyata terdapaL kekeliruan akan 

diperbailri sebal!atmana mestinva. 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati lni dengan penemp11tannya daJ!am Serita Daerah Kabupaten 

Lebong. 

Oltetapkan di 1'ubei 
pada tanggal 8-?«"' - 2014 

j_ BUPATI LEBONGV 

~ .. ~-r 

Di undangkan di Tubci 
pada to.nggal j-;;lurii-2014 

12:. H . ROSJONSYAH 

SEKRETARIS DAERAH KAJIUPATEN LEBONG 

H. ARBAlN AMALUDIN 

BERliTA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 

PEMERINTAH KABU?ATEH !.£301/G 
'IGIO' "LJU '! n! I! j't0I1 N1llo1;:1u Ci, J\,n n. 1,U1.l ... 1W!D~JJI "'· ,,;,;, 

P£NHAAH fRODUK HUKVM 
IWUPATEN ITTO!IG 


